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P U T U S A N 

Nomor 2430/Pdt.G/2021/PA.Sdn 

  

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :   

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Catur Swako, 11 Maret 1985, umur 36 

tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus 

Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten 

Lampung Timur, Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat 

Kuasa Khusus, tanggal 24 Mei 2021, yang telah terdaftar 

pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama 

Sukadana Nomor 2266/SKH/2021/PA.Sdn, tanggal 14 

Desember 2021, memberikan kuasa kepada Surya 

Alhadi, S.H, dan Martin Tri Widodo, S.H, pekerjaan 

Advokat, alamat Jl.Soekarno-Hatta No. 393, Rt.001 

Rw.006. Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, 

Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai 

Penggugat; 

melawan 

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Bumi Nabung Ilir, 1 Januari 1986, umur 35 

tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, 

tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Lampung Tengah, 

Provinsi Lampung. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 

Januari 2022, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa 

Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 

26/SKH/2022/PA.Sdn, tanggal 4 Januari 2022, memberikan 

kuasa kepada Dedi Gunawan, S.H., Mirhan Hasan, S.H., 

Dicky Julian Saputra, S.H., dan Yulianto, S.H., M.H., 

pekerjaan Advokat, alamat, RT 001, RW 001, Desa Nyampir, 
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Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi 

Lampung, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 

2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada 

tanggal 14 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 

2430/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - isteri, akad nikah 

dilaksanakan  tanggal  05 Mei 2019, Akta Nikah Nomor: xxx  dikeluarkan 

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten 

Lampung Tengah.,  tanggal 05 Mei 2019.  

2. Bahwa sewaktu menikah status Penggugat Perawan dan Tergugat 

Perjaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;   

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

kontrakan di Metro selama 2 tahun, lalu tinggal di rumah Orang tua 

Tergugat di Desa Bumi Nabung Ilir sampai berpisah;   

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah campur sebagai suami istri (ba'da 

dukhul) dan punya anak 1 orang: Anak umur 1 tahun 10 bulan;  

5. Bahwa awalnya rumah tangga  Penggugat dan Tergugat harmonis,  

namun sejak bulan  Juni 2020 mulai terjadi pertengkaran/perselisihan, 

yang disebabkan oleh:  

- Ekonomi keluarga sulit, Tergugat   jarang memberi nafkah.  

- Tergugat sering marah, kalau marah   Tergugat melontarkan kata 

 akan membunuh Penggugat.  

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering  bertengkar,  namun selama ini 

Penggugat   bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga;  

7. Bahwa akhir dari  keharmonisan rumah tangga  Penggugat dan Tergugat 

terjadi pada tanggal 3 Agustus 2020, disebabkan ekonomi keluarga 

semakin sulit, Penggugat meminta Tergugat agar mencari pekerjaan 
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namun Tergugat tersinggung dan marah, lalu terjadi pertengkaran, 

Tergugat mentalak dan mengusir Penggugat, lalu    Penggugat pulang 

ke rumah orang tua Penggugat   di Desa  Catur Swako, sejak saat itu 

tidak ada lagi hubungan lahir-batin, Penggugat  dan Tergugat sudah 

berpisah selama    1 tahun 3 bulan, dan selama itu   Tergugat tidak 

memperdulikan Penggugat, dan tidak memberi nafkah. 

8. Bahwa ketika Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat, Tergugat 

melarang Penggugat membawa anak Penggugat dan Tergugat yang 

bernama  Anak.   

9. Bahwa sejak saat  tersebut Penggugat tidak lagi bertemu dengan anak-

Pengugat dan Tergugat. 

10. Bahwa Penggugat merasa dirampas haknya oleh Tergugat, padahal 

Penggugat adalah Ibu Kandung  yang sah dari anak Penggugat dan 

Tergugat.   

11. Bahwa Penggugat mengharapkan kebahagian dari pihak anak  

Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat merasa dapat memberikan 

kebahagiaan tersebut. 

12. Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 

umur 1 tahun 10 bulan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan 

Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan hak asuh/pemeliharaan 

anak tersebut berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya. 

13. Bahwa Pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat 

agar harmonis kembali, namun tidak berhasil.   

14. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut di atas  Penggugat tidak 

ridho dan  Penggugat telah berketetapan hati  untuk  menggugat cerai 

Tergugat di Pengadilan Agama Sukadana; 

 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa 

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :  

Primair: 
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap 

 Penggugat (xxx)   

3. Menetetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 

Anak berada dibawah asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya hingga 

anak tersebut dewasa dan mandiri. 

4. Menetapkan beaya perkara menurut hukum yang berlaku. 

Subsidair: 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya 

(Ex  Aequo et Bono). 

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan 

Tergugat hadir di persidangan; 

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya 

perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan 

Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut 

tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya; 

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi 

dengan Hakim Mediator Intan Miftahurrahmi, Lc., sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan 

hasil mediasi tanggal 4 Januari 2022 mediasi dapat berhasil sepakat sebagian 

yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat bersedia mencabut gugatan hak asuh anak (hadhanah) 

terhadap anak yang bernama Anak; 

2. Bahwa benar dalam menyelesaikan persengketaan hak asuh anak tersebut 

maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikannya secara 

damai dan kekeluargaan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Bahwa hak asuh anak yang bernama Anak berada dalam asuhan 

(hadhonah) bersama yaitu Penggugat dan Tergugat; 

b) Bahwa selama Penggugat bekerja di Jakarta, anak yang bernama 

Anak tetap tinggal dan diasuh oleh Tergugat; 

c) Bahwa apabila Penggugat dan atau keluarga Penggugat ingin 

mengunjungi anak yang bernama Anak, maka Tergugat tidak boleh 
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menghalangi dan membatasi hak-hak anak tersebut untuk 

mendapatkan kunjungan serta kasih sayang dari Penggugat selaku 

ibu kandungnya sendiri 

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim 

menyampaikan bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik pada e-court yang 

selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses e-litigasi 

apabila pihak Penggugat dan Tergugat bersedia. Terhadap hal tersebut, 

Penggugat dan Tergugat telah menyatakan setuju sehingga sidang tahap jawab 

jinawab (jawaban, replik dan duplik), tahap kesimpulan dan pembacaan 

putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan 

atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik, sedangkan sidang pada 

tahap pembuktian dilaksanakan seperti biasa; 

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum pemeriksaan 

dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Penggugat dan terhadap isi 

surat permohonan tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatan hak 

asuh anak (hadhanah) secara lisan karena sudah tercapai kesepakatan antara 

Penggugat dan Tergugat di mediasi, untuk selebihnya tetap dengan isi 

permohonannya; 

Bahwa Tergugat tidak mengajukan Jawaban, meskipun Majelis Hakim 

telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban 

dengan menggunggah dokumen jawaban melalui sistem informasi pengadilan 

atau e-court yang dijadwalkan pada tanggal 7 Januari 2022; 

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut: 

1. Bukti Surat. 

1.1 Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Juahera yang aslinya 

dikeluarkan oleh Desa Catur Swako, Kecamatan Bumi Agung, 

Kabupaten Lampung Timur, Nomor xxxx, tanggal 29 Januari 2021, telah 

di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah 

dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi 

tanda [P.1]; 
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1.2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, seri DN, tanggal 20 

Desember 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung 

Tengah, Provinsi Lampung, telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan 

meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan 

selanjutnya bukti tersebut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda 

[P.2]; 

2. Bukti Saksi. 

Saksi 1, Xxx, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan 

Petani, tempat tinggal di xxxx, Provinsi Lampung. Saksi menerangkan 

bahwa ia adalah paman Penggugat, identitas lengkap seperti tersebut 

dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan 

yang pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;   

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;   

- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan 

Jejaka; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 

rumah rumah orang tua Tergugat di Desa Bumi Nabung Ilir, Kecamatan 

Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah sampai berpisah sampai 

dengan mereka berpisah;   

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada 

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga 

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus;   

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi 

sejak tahun 2020, tidak lama dari kelahiran anak Penggugat dan 

Tergugat, namun tidak ingat persis bulannya;    

- Bahwa cerita Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran 

antara Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi, 

Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;   
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- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung 

Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saya mengetahui 

pertengkaran Penggugat dan Tergugat cerita Penggugat dan keluarga 

Penggugat;   

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 

bulan Agustus tahun 2020;   

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua 

masing-masing;   

- Bahwa selama berpisah Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak pernah 

lagi berkomunikasi;   

- Bahwa selama pisah Tergugat  tidak pernah datang, dan tidak pernah 

lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak 

memperdulikan Penggugat  lagi;   

- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan 

perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil; 

Saksi 2, Xxx, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

Petani, tempat tinggal di xxxx Timur, Provinsi Lampung. Saksi 

menerangkan bahwa ia adalah ayah kandung Penggugat, identitas lengkap 

seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;   

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;   

- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan 

Jejaka; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 

rumah rumah orang tua Tergugat di Desa Bumi Nabung Ilir, Kecamatan 

Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah sampai berpisah sampai 

dengan mereka berpisah;   

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada 

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga 
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mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus;   

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi 

sejak tahun 2020, tidak lama dari kelahiran anak Penggugat dan 

Tergugat, namun tidak ingat persis bulannya;    

- Bahwa cerita Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran 

antara Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi, 

Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;   

- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung 

Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saya mengetahui 

pertengkaran Penggugat dan Tergugat cerita Penggugat dan keluarga 

Penggugat;   

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 

bulan Agustus tahun 2020;   

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua 

masing-masing;   

- Bahwa selama berpisah Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak pernah 

lagi berkomunikasi;   

- Bahwa selama pisah Tergugat  tidak pernah datang, dan tidak pernah 

lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak 

memperdulikan Penggugat  lagi;   

- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan 

perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil; 

Bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Penggugat dan 

Tergugat menyatakan tidak keberatan; 

Bahwa Tergugat mencukupkan dan menyatakan tidak akan mengajukan 

alat bukti apapun; 

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya 

secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan 

tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Sukadana 

menjatuhkan putusannya;   
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Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya secara 

lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan 

memohon agar Pengadilan Agama Sukadana menjatuhkan putusannya;  

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu 

yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat 

sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas; 

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan 

Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan Penggugat dan 

Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Intan 

Miftahurrahmi, Lc., sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI 

Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 4 Januari 2022 

mediasi dapat berhasil sepakat sebagian terkait hak asuh anak (hadhanah); 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua 

belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati 

Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok 

perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan 

Agama Sukadana  serta kedudukan hukum para pihak (legal standing)  dalam 

perkara ini; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus 

Penggugat tertanggal 24 Mei 2021  yang telah terdaftar pada Register Surat 

Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2266/SKH/2021/PA.Sdn, 

tanggal 14 Desember 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 

ayat (1) dan (3) R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 

1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA 

(Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, 
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dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 

18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus 

menyatakan bahwa kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan 

hukum yang sah dan kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara 

a quo sebagai advokat profesional; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus 

Tergugat tertanggal 2 Januari 2022 yang telah terdaftar dalam register surat 

kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 26/SKH/2022/PA.Sdn, tanggal 4 

Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan 

(3) R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 

tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA (Kartu 

Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Tergugat, dan 

ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 

Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan 

bahwa kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah 

dan kuasa Tergugat tersebut dapat beracara dalam perkara a quo sebagai 

advokat profesional; 

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat diwakili oleh pengguna 

terdaftar (advokat). Oleh karena itu, persidangan perkara ini patut dilaksanakan 

secara elektronik (e-litigasi); 

Menimbang, bahwa karena persidangan perkara ini dilaksanakan secara 

elektronik (e-litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik, penyampaian jawaban, replik, duplik, 

kesimpulan, dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik; 

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006, dan  perubahan  kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 

tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975, dibacakanlah surat permohonan Penggugat dalam persidangan tertutup 

untuk umum, dan terhadap isinya Penggugat mencabut secara lisan gugatan 

hak asuh anak (Hadhanah); 
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Menimbang, bahwa pokok permohonan Penggugat a quo adalah tuntutan 

Penggugat kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Tergugat 

menjatuhkan talak satu bain sughra kepada Penggugat dengan dalil 

sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam duduk perkara tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban, meskipun 

Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan 

jawaban dengan menggunggah dokumen jawaban melalui sistem informasi 

pengadilan atau e-court yang dijadwalkan pada tanggal 7 Januari 2022; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2  

berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat serta Kutipan 

Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat. Kedua alat bukti tersebut 

telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian 

alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Penggugat bertempat 

tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur dan antara Penggugat dengan 

Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah dan belum 

pernah bercerai; 

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama 

Islam dan perkara aquo merupakan perkara perkawinan, perkawinannya 

dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, telah tercatat di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, Penggugat 

pun berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Timur, Maka Pengadilan 

Agama Sukadana memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini 

sebagaimana pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. 

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga berdasarkan pertimbangan di 

atas Penggugat dengan Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai  para 

pihak dalam perkara ini; 
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Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, 

Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan 

sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada 

Penggugat agar bersabar  dan rukun kembali  dengan Tergugat, sebagaimana 

ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah 

diubah dengan  Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, 

namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai 

Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga 

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat jarang 

memberi nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat 

sudah pisah rumah 1 tahun 3 bulan lamanya; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan 

orang terdekat yaitu: A. Xxx dan Xxx, saksi-saksi tersebut telah memberikan 

keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, sedangkan 

Tergugat tidak menghadirkan alat bukti apapun sebagaimana telah diuraikan 

dalam duduk perkara; 

 Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan 

Tergugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi, di bawah sumpahnya 

telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan 

lainnya sesuai dengan dali-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang 

dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para 

saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, dan 

bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai 

berikut: 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 

05 Mei 2019, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah 

dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 2430/Pdt.G/2021/PA.Sdn 

 
 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan 

harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi, 

Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 1 tahun 3 bulan, dan 

selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan 

hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri; 

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan 

Tergugat namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi 

merukunkan Penggugat dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu 

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup 

rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum lslam (KHl) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya 

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak 

ada harapan lagi untuk kembali rukun; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti 

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah 

1 tahun 3 bulan, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak 

ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan 

Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis 

Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali 

dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis 

Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus 

dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut 

dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikatagorikan sebagai 

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, 
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sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga 

yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam 

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah 

tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik 

menegaskan : 

 

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang 

memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja 

yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”; 

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan 

dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada 

isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat 

kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh  syariat; 

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan 

mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu 

as Sunnah, Juz II, halaman 249 :  

 

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan 

terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan 

perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga 

menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya 

tersebut utnuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah 

terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan 

jatuh talak satu ba'in” 
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Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk 

hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada 

ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang 

lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang 

terbaik bagi Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan 

Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum 

sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. 

Pasal 116  huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat 

patut dikabulkan; 

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah 

bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul), dan belum pernah 

bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi 

Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba’in sughra; 

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang 

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum 

dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup 

bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan 

kepada Penggugat; 

 Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan 

dalil-dalil syara’ yang berhubungan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat); 
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3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sebesar Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)  

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 

Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami, 

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ahyaril Nurin Gausia, S.H. 

dan Lasifatul Launiyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, 

putusan mana pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Masehi, dibacakan 

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh bertepatan dengan tanggal 1 

Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami, Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. sebagai Ketua 

Majelis, Ahyaril Nurin Gausia, S.H. dan Ana Latifatuz Zahro, S.H., masing-

masing sebagai Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Mashuri, S.H.I 

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat 

dan Tergugat; 

Ketua Majelis 

 

  

 

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. 

Hakim Anggota 

 

 

 

Ahyaril Nurin Gausia, S.H. 

Hakim Anggota 

 

 

 

Ana Latifatuz Zahro, S.H. 

Panitera Pengganti 

 

 

 

Mashuri, S.H.I 

Perincian biaya : 

-  PNBP  : Rp 60.000,00 

-  Biaya Proses  : Rp 50.000,00 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 2430/Pdt.G/2021/PA.Sdn 

 
 

-  Biaya Panggilan : Rp 425.000,00 

-  Biaya Meterai  : Rp 10.000,00 

J u m l a h  : Rp 545.000,00 

 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah). 
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